Pertemuan ke- 6 & 7
HUKUM ACARA PERDATA 
Pengertian 
1) Prof. Wiryono Prodjodikoro

Hokum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pngadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hokum perdata 
2) Prof. Sudikno Mertokusumo

Hokum Acara Perdata adalah peraturan hokum yang mengatur bagaimana caranya menjain ditaatinya hokum perdata materil dengan perantaraan hakim

Jadi dapat disimpulkan bahwa hokum acara perdata adalah peraturan hokum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hokum perdata materil yaitu mengatur cara bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa dan menuntut perkara serta pelaksanaan putusan tersebut.
Sumber Hukum Acara Perdata

1) UUD 1945

2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA

3) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

4) UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

5) KUH Perdata

6) KUH dagang

7) UU No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

8) Yurisprudensi

9) Perjanjian internasional

10) Doktrin

11) Dan lain-lain.

Asas-asas Hukum Acara Perdata

1) Merupakan prinsip yang harus dilaksanakan dalam beracara

2) Hakim bersifat menunggu

3) Hakim bersifat pasif

4) Peradilan terbuka untuk umum

5) Hakim mengadili kedua belah pihak

6) Pemeriksaan dalam dua tingkat

7) Pengawasan putusan peradilan melalui kasasi

8) Putusan hakim harus disertai alas an

9) Berperkara dikenai biaya

10) Tidak ada keharusan mewakilkan dalam beracara

11) Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME

12) Proses peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

13) Hak menguji tidak dikenal

14) Asas Objektivitas.
Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata

1) Hakim bersifat menunggu

2) Hakim dilarang menolak perkara

3) Hakim bersifat aktif

4) Hakim harus mendengar kedua belah pihak

5) Putusan harus disertai alas an

6) Peradilan bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan 

7) Peradilan berjalan objektif

8) Hakim tidak menguji undang-undang

Proses Hukum Acara Perdata

1) Gugatan
Cara mengajukan gugatan, antara lain ;

a. Identitas, yaitu dari pihak-pihak yang berperkara meliputi ciri-ciri dari pihak penggugat maupun tergugat. Missal Nama, alamatnya, pekerjaan dan sebagainya  

b. Fundamentum Petendi/Posita, yaitu uraian tentang peristiwanya dan hukumnya.

c. Petitum/Gugatan, yaitu apa yang diminta oleh Penggugat atau apa yang diharapkannya agar diputus oleh Hakim harus terdapat dalam Petitum. Petitum terdiri dari Petitum Primer dan Petitum Subsider
Di samping itu ada pula gugatan tambahan, seperti :

1) Biaya perkara

2) Putusan serta merta

Suatu gugatan di pengadilan akan berhasil baik, bila memenuhi syarat :

1) Mempunyai hak
2) Beralasan

3) Ada kepentingan

Pengadilan Negeri dapat saja tidak mengabulkan suatu gugatan, apabila ;

1) Gugatan tidak bersandar pada hokum

2) Penggugat menntut kerugian sedang kenyataannya ia tidak mengalami kerugian.

Kewenangan Hakim

 
Ada 2 macam kewenangan hakim, yaitu :

1. Wewenang mutlak (absolute)

Wewenang mutlak dari pengadilan negeri dalam perkara perdata adalah kekuasaan yang dimilikinya untuk mengadili setiap perkara perdata, maka disini kita membicarakan tentang attributie van rechtsmeecht yaitu pemberian kekuasaan mengadili tentang suatu perkara.

2. Wewenang Nisbi (Kompetensi Reltif)

Yaitu wewenang yang menyangkut pembagian kekuasaan kehakiman, maka disini kita membicarakan tentang ditributie van rechtspraak yakni pembagian kekuasaan mengadili sesame Pengadilan Negeri.

Sita Jaminan


Penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dan dapat dilaksanakannya putusan perdata.

Sita jaminan terhadap barang milik penggugat ada dua macam, yaitu :

1) Sita revindi-katoir

Yaitu penyitaan terhadap barang tidak tetap milik sendiri / penggugat yng berada di tangan tergugat (hanya sebagai pemegang sah), dengan maksud untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang kembali pada penggugat.

2) Sita marital

Yaitu penyitaan untuk menjamin agar barang yang dsita tidak dijual. 

Surat Kuasa

Dibawah ini contoh surat kuasa

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini :
Dengan ini menerangkan dan mengaku telah member kuasa kepada :

Pengacara, berkantor di Jalan …… no…. telp. …… Bandung

KHUSUS

Untuk 

:

Kepada 
:

Di dalam perkara No….. di……

Antara

:

Perihal 
:
Untuk jelasnya pemegang suarat kuasa tersebut, dikuasakan penuh untuk mewakili diri saya/kami, menghadap dan berbicara di muka Pengadilan Negeri Kl. I Bandung, membuat dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut di atas, melakukan perdamaian, memberikan jawaban-jawaban, meminta keterangan-keterangan, mendengar, menyangkal, menolak keputusan, memajukan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, meminta keputusan, melakukan segala tindakan-tindakan yang diperbolehkan menurut hokum atau pada pokoknya berbuat segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna di dalam perkara itu.
Kekuasaan ini dapat dioperkan/dipindahkan kepada orang lain dengan hak substitutie









Bandung, …………...

Yang diberi Kuasa,




Yang Memberi Kuasa

(…………………)




(…………………….)

Contoh surat kuasa subsitusi:

SURAT KUASA SUBTITUSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

Pekerjaan
: Pengacara

Alamat Kantor
: Jl….

Dalam kedudukannya dan atas dasar kuasa dari ;

Nama

: 

Pekerjaan
: 

Alamat kantor
:

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal ……….. dengan ini, ………..melimpahkan kuasa tersebut di atas kepada :

Nama 

:

Pekerjaan
: Pengacara

Alamat kantor
; Jl. ………

KHUSUS


Untuk








Jakarta, ……………………...

Penerima Kuasa Substitusi


 Pemegang Kuasa/Pemberi Substitusi
3. Pemeriksaan Perkara
Sebelum Sidang

1) Pasal 61 UU No 2 /1986 mewajibkan panitera untuk mencatat setiap perkara perdata (pidana) dalam suatu daftar perkara.

2) Pasal 121 ayat 4 HIR penggugat harus membayar ongkos perkara (persekot) sebelum dimasukkan/dicatat dalam register (daftar perkara).

3) Pasal 121 HIR bahwa wewenang untuk menetapkan hari siding ada pada ketua.

4) Pasal 39 UU No. 2 Tahun 1986 mengatur tentang juru sita juga sita pengganti, pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh juru sita.

Contoh surat panggilan atau relaas:

4. Pembuktian
Pengertian


Secara formal hokum pembuktian itu mengatur cara bagaimana pembuktian seperti terdapat di dalam HIR dan Rbg.


Secara yuridis, pembuktian yaitu mengajukan fakta-fakta menurut hokum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hokum.

Pasal 163 HIR/238 Rbg menyatakan: Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.

Teori-teori pembuktian, meliputi;

1) Teori Hukum Subjektif (teori hak)

2) Teori Hukum Objektif

3) Teori Hukum Acara dan teori Kelayakan

Alat-alat Bukti


Pasal 164 HIR menyebutkan adanya 5 macam alat bukti, yaitu;

1) Surat atau bukti tertulis

Pasal 165-169 HIR : 1867-1894 BW :

a. Akta : akata otentik dan akta di bawah tangan

b. Bukan akta : cap tanda tangan dan sidik jari

2) Saksi

Pasal 169-172 HIR; 1895-1912 BW

3) Persangkaan

Pasal 173 HIR; 1915-1922 BW

4) Pengakuan

Pasal 174-176 HIR; 1923 1928 BW, meliputi :

a. Pengakuan murni/bulat

b. Pengakuan dengan kualifikasi

c. Pengakuan dengan klausule

5) Sumpah 

Pasal 177 HIR; 1929-1945 BW, mliputi :

a. Sumpah pemutus (sumpah decisior)

b. Sumpah pelengkap, tambahan (sumpah suppletoir)

c. Sumpah penaksir (sumpah Aestimatoir)

5. Tugas Pokok Hakim
Sesuai pasal 2 ayat 1 UU No 14 Tahun 1970, tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

Secara umum tugas hakim adalah :

1) Mengkonstatir, yaitu hakim harus menentukan benar tidaknya peristiwa yang diajukan.

2) Mengkualifisir, yaitu tindakan yang dilakukan oleh hakim selanjutnya adalah mengkualifisir peristiwa yang telah dikonstatirnya itu. Dalam hal ini mengkualifisir artinya mencari hubungan hokum bagi peristiwa yang telah dikontatir itu.
3) Mengkonstituir, yaitu upaya member konstitusi. Ini berarti hakim menetapkan hokum kepada yang bersangkutan. Pasal 5 ayat 1 UU 14 Tahun 1970 mewajibkan hakim mngadili perkara menurut hokum. Karena itu hakim dianggap sudah tahu mengenai hokum suatu peristiwa. Ini merupakan asas dalam Hukum Acara.

6. Upaya Hukum
Tujuan utama di dalam proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hokum yang tetap.

Upaya hokum terhadap putusan hakim dalam perkara perdata terdiri dari :

1) Upaya hokum biasa, terdiri dari ;

a. Perlawanan (verzer), merupakan suatu upaya hokum yang diajukan oleh tergugat, karena dijatuhkan putusan verstek (putusan di luar hadirnya tergugat)

b. Banding, yaitu upaya hokum diajukan ke pengadilan tinggi dalam salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri.

c. Kasasi, merupakan upaya hokum terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara, yang belum mempunyai kekuatan hokum yang tetap atau yang pasti. Pemerintah pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Permohonan kasasi hanya dapat diterima apabila telah mendapat putusan banding, kecuai ditentukan lain.

2) Upaya hokum luar biasa/istimewa 

Upaya hokum ini diajukan terhadap putusan-putusan hakim dan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap/pasti. Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul “Koentar HIR”, membagi upaya hokum luar biasa itu sebagai berikut (ditambah dengan upaya hokum lain dimana tersangkut pihak ketiga) yaitu :
a. Perlawanan pihak ke tiga (derdenvezet)

b. Request civil (perlawanan pihak ketiga)

c. Voeging dan tussekomst

d. Vrijwaring, ini terjdi jikalau di dalam suatu perkara di luar kedua belah pihak, maka seseorang dapatlah ditarik masuk dalam perkara tersebut dan menduduki fungsinya sebagai pihak ketiga.
Mekanisme dan Prosedur Upaya hukum, meliputi ;

1) Prosedur banding

2) Prosedur kasasi

3) Prosedur peninjauan kembali

4) Prosedur pengajuab perlawanan pihak ketiga.
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